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Abstract 
Communication law, as the intersection of law, media, and information technology, is a 
crucial domain in maintaining the balance between freedom of expression and the 
protection of rights to honour, dignity, and privacy in the digital age. This article examines 
the norms governing the process of direct and online message delivery, focusing on two 
main discussions: (1) legal norms in direct communication contained in the Criminal Code, 
the Civil Code, and regulations related to human rights, and (2) regulations and challenges 
of online communication in the digital era as supported by the Electronic Information and 
Transaction Law (ITE Law), the Personal Data Protection Law, and various derivative 
regulations. The results of the study show that communication law must be developed in 
an adaptive and principle-based manner, integrating the revision of norms, institutional 
strengthening, digital literacy education, and international cooperation so that the 
communication space—both direct and online—becomes a safe, fair, and responsible 
space for all actors. 
Keywords: communication law, media, information technology, direct communication, 
online communication, ITE Law, personal data protection, freedom of expression, 
defamation, digital literacy. 
 
Abstrak 
Hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi 
menjadi domain krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi 
dan perlindungan hak atas kehormatan, martabat, serta privasi di era digital. Artikel ini 
mengkaji norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan 
daring, dengan fokus pada dua pembahasan utama: (1) norma-norma hukum dalam 
komunikasi langsung yang terdapat dalam KUHP, KUHPerdata, dan regulasi terkait hak 
asasi manusia, serta (2) regulasi dan tantangan komunikasi daring di era digital yang 
ditopang oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perlindungan Data 
Pribadi, dan berbagai peraturan turunannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
hukum komunikasi harus dikembangkan secara adaptif dan berbasis prinsip, 
mengintegrasikan revisi norma, penguatan institusi, edukasi literasi digital, serta kerja 
sama internasional agar ruang komunikasi—baik langsung maupun daring—menjadi 
ruang yang aman, adil, dan bertanggung jawab bagi seluruh aktor. 
Kata Kunci: hukum komunikasi, media, teknologi informasi, komunikasi langsung, 
komunikasi daring, UU ITE, perlindungan data pribadi, kebebasan berekspresi, 
pencemaran nama baik, literasi digital. 
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Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah wajah 

komunikasi manusia dari bentuk tatap muka menjadi proses penyampaian pesan yang 

serba digital, cepat, dan lintas batas (Lando, 2002); (Puspitasari & Aslan, 2024). 

Transformasi ini tidak hanya memperluas ruang publik, tetapi juga memunculkan 

persoalan hukum baru terkait kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, serta 

tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Dinamika ini 

mendorong perlunya pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum menata 

komunikasi baik yang berlangsung secara langsung maupun melalui media dan platform 

digital (Greenberg, 2010). 

Hukum komunikasi adalah sebagai hukum yang mengatur kebebasan dan 

tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan, baik secara 

langsung (non-media) maupun secara tidak langsung melalui media cetak, elektronik, 

dan teknologi telekomunikasi. Pemahaman ini menempatkan komunikasi bukan 

sekadar aktivitas sosial-budaya, melainkan juga sebagai relasi hukum yang memiliki 

konsekuensi normatif, baik di ranah perdata maupun pidana (Asriani et al., 2025). Dalam 

perspektif ilmu hukum, setiap proses penyampaian pesan—baik lisan maupun tertulis—

dapat berpotensi menimbulkan sengketa hukum jika melanggar norma yang berlaku 

(Saragih, 2024). 

Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan melibatkan sejumlah elemen 

dasar: pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik, yang semuanya dapat 

menjadi objek pengaturan hukum (Asriani et al., 2025). Dalam komunikasi langsung, 

saluran utamanya adalah udara (suara) dan konteks tatap muka, sedangkan dalam 

komunikasi tidak langsung saluran berupa media cetak, siaran, atau platform digital. 

Perbedaan saluran ini membawa implikasi hukum yang berbeda, terutama terkait 

identitas pelaku, jejak digital, dan jangkauan efek pesan, yang menjadi pertimbangan 

penting dalam penegakan hukum (Kusumo et al., 2021). 

Di Indonesia, pengaturan komunikasi tidak hanya terletak pada satu 

undang-undang tunggal, tetapi tersebar dalam berbagai norma hukum yang mencakup 

hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, hukum pers, dan hukum teknologi 

informasi (Saragih, 2024). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) dan turunannya, misalnya, menjadi salah satu kerangka 

hukum utama yang mengatur komunikasi daring, termasuk tanggung jawab 

penyelenggara sistem elektronik dan pengguna platform digital (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2008). Selain itu, regulasi di bidang telekomunikasi dan penyiaran turut 

membentuk kerangka normatif yang membatasi dan melindungi proses komunikasi di 

ruang publik (Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia, 2025a; 2025b). 

Kehadiran media massa dan platform digital sebagai perantara komunikasi 

menambah kompleksitas hubungan hukum antara komunikator, penerima, dan pihak 

ketiga (misalnya platform dan penyedia layanan). Media massa, baik cetak maupun 
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elektronik, diatur oleh norma-norma khusus seperti UU Pers dan UU Penyiaran, yang 

mengikat lembaga media dalam aspek kebebasan pers, tanggung jawab sosial, serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (Irsan & Armansyah, 2019). Sementara itu, 

platform digital seperti media sosial dan aplikasi pesan instan menuntut interpretasi 

baru terhadap norma-norma lama, karena pesan dapat menyebar secara instan dan 

massal tanpa jarak geografis (Shaputri & Mulyana, 2024). 

Perkembangan teknologi informasi juga mendorong munculnya istilah hukum 

digital atau hukum siber, yang secara khusus mengatur penggunaan teknologi 

informasi, transaksi elektronik, dan aktivitas daring lainnya (Wibowo et al., 2025). 

Hukum digital tidak berdiri sendiri, tetapi beririsan dengan hukum komunikasi karena 

menyangkut bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan diolah dalam lingkungan 

elektronik. Dalam konteks ini, norma-norma hukum harus mampu menjawab tantangan 

seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik daring, serta 

pelanggaran privasi data pribadi yang terjadi melalui komunikasi digital (Shaputri & 

Mulyana, 2024). 

Pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi membentuk domain 

yang sering disebut sebagai hukum komunikasi dan informatika, yaitu bidang hukum 

yang menata interaksi antara aktor komunikasi, lembaga media, dan infrastruktur 

teknologi (Pribadi, 2018). Dalam domain ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat 

kontrol, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan bagaimana komunikasi 

dilakukan secara bertanggung jawab, adil, dan menghormati hak orang lain. 

Perkembangan kecerdasan buatan dan algoritma media sosial semakin menuntut 

adaptasi norma hukum agar tidak tertinggal dari kemajuan teknologi (Asriani et al., 

2025). 

Norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan 

daring menunjukkan bahwa hukum komunikasi masih menghadapi sejumlah dilema, 

terutama terkait keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan 

kepentingan umum. Di satu sisi, konstitusi menjamin hak atas kebebasan berpendapat 

dan memperoleh informasi, namun di sisi lain, hukum juga harus melindungi martabat, 

reputasi, dan keamanan publik dari dampak negatif komunikasi yang disalahgunakan 

(Irsan & Armansyah, 2019). Ketegangan ini sering kali terlihat dalam penerapan 

pasal-pasal pidana di UU ITE dan UU Pers, yang menjadi sorotan kritik akademik maupun 

praktisi (Julianja, 2018). 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang hukum komunikasi di Indonesia 

umumnya menyoroti aspek regulasi media, etika jurnalistik, dan penegakan hukum di 

ruang digital (Sekarsari, 2018). Sebagian besar kajian menekankan perlunya harmonisasi 

antara berbagai peraturan yang mengatur komunikasi, mengingat fragmentasi norma 

sering kali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum. Selain itu, beberapa 

penelitian juga mengkritisi keterlambatan hukum dalam merespons inovasi teknologi, 
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sehingga mendorong perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis prinsip 

daripada sekadar mengikuti bentuk teknologi yang ada (Asriani et al., 2025). 

Dalam konteks komunikasi langsung, norma-norma hukum umumnya berpijak 

pada prinsip kebebasan berpendapat, tanggung jawab pribadi, dan larangan 

pencemaran nama baik (Sekarsari, 2018). Komunikasi tatap muka yang menimbulkan 

sengketa biasanya diatur melalui norma hukum perdata (misalnya gugatan perbuatan 

melawan hukum) dan hukum pidana (misalnya penghinaan dan pencemaran nama baik) 

(Saragih, 2024). Namun, di era digital, batas antara komunikasi langsung dan tidak 

langsung menjadi kabur, karena percakapan tatap muka dapat direkam dan disebarkan 

secara daring, sehingga menuntut penafsiran ulang terhadap norma-norma yang ada 

(Julianja, 2018). 

Komunikasi daring, di sisi lain, memunculkan tantangan baru terkait jurisdiksi, 

identitas pelaku, dan efektivitas penegakan hukum (Pemerintah Republik Indonesia, 

2008). Pesan yang disebarkan melalui platform global dapat diakses lintas negara, 

sehingga menimbulkan persoalan tentang kewenangan hukum mana yang berlaku dan 

bagaimana koordinasi antar yurisdiksi (Wibowo et al., 2025). Selain itu, anonimitas dan 

pseudonim dalam komunikasi daring sering kali menyulitkan proses penyelidikan dan 

penuntutan, sehingga menuntut inovasi dalam metode penegakan hukum dan kerja 

sama internasional (Putri et al., 2025). 

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis hukum komunikasi 

sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi, dengan fokus pada 

norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan secara langsung dan daring.  

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) yang 

bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mengumpulkan, menguraikan, dan 

menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema hukum komunikasi 

sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi informasi (Eliyah & Aslan, 

2025). Data sekunder yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan 

(misalnya UU ITE, UU Pers, dan regulasi terkait telekomunikasi dan media digital), jurnal 

ilmiah, buku dan referensi lainnya yang membahas norma-norma hukum dalam proses 

penyampaian pesan secara langsung dan daring (Hiebl, 2023). Analisis dilakukan secara 

tematik dengan memetakan konsep, prinsip, dan ketentuan hukum yang terkait, 

kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

 
Hasil dan Pembahasan  

Norma-Norma Hukum dalam Proses Komunikasi Langsung 

Komunikasi langsung atau komunikasi tatap muka merupakan bentuk 

penyampaian pesan yang paling dasar, yaitu interaksi antara pengirim dan penerima 

pesan secara langsung tanpa perantara media massa atau platform digital. Dalam 
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konteks hukum, komunikasi langsung dapat berupa percakapan lisan, tulisan langsung 

(misalnya surat pribadi), atau pernyataan yang disampaikan di hadapan umum, yang 

semuanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum jika melanggar norma yang 

berlaku (Asriani et al., 2025). 

Secara konstitusional, setiap orang di Indonesia berhak atas kebebasan 

berpendapat dan memperoleh informasi, termasuk dalam bentuk komunikasi langsung, 

sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). 

Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas, karena setiap pernyataan harus tetap 

memperhatikan hak orang lain, terutama hak atas kehormatan, martabat, dan reputasi 

(Parker, 2011). 

Dalam hukum pidana, komunikasi langsung yang berupa ucapan lisan dapat 

diatur melalui Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik (penghinaan), yang 

mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara 

menuduhkan suatu perbuatan dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui umum 

(Pemerintah Republik Indonesia, 1946; (Ardiputra et al., 2022). Ucapan lisan yang 

disampaikan secara sengaja di hadapan banyak orang dan menimbulkan kerusakan 

reputasi dapat dikualifikasikan sebagai delik pencemaran nama baik yang diancam 

pidana penjara dan/atau denda (Hakim et al., 2018). Selain Pasal 310 KUHP, Pasal 311 

KUHP memberikan pengecualian bagi perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan 

umum atau karena terpaksa membela diri, sehingga tidak selalu dianggap sebagai 

pencemaran nama baik meskipun mengandung kritik keras (Pemerintah Republik 

Indonesia, 1946; (Ardiputra et al., 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum 

pidana tidak hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga memberikan ruang bagi 

kritik konstruktif dan pembelaan diri dalam komunikasi langsung (Hartono & Yuliartini, 

2020) 

Di sisi lain, dalam ranah hukum perdata, komunikasi langsung yang merugikan 

pihak lain dapat dianalisis melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan 

hukum, yang mengatur ganti rugi bagi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan 

seseorang yang melanggar hukum (Hakim et al., 2018). Misalnya, jika seseorang 

menyebarkan informasi palsu secara lisan yang merusak reputasi atau menimbulkan 

kerugian materiil, korban dapat menggugat secara perdata untuk memperoleh 

kompensasi (Ardiputra et al., 2022). 

Komunikasi langsung juga berkaitan erat dengan hak privasi dan kerahasiaan 

komunikasi, yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (UU HAM) dan diperkuat dalam UU ITE serta UU Perlindungan Data 

Pribadi (UU PDP) (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Pasal 29 ayat (1) UU HAM 

menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda, sementara Pasal 32 menegaskan kebebasan dan kerahasiaan korespondensi, 

termasuk komunikasi elektronik, kecuali atas perintah hakim atau otoritas sah lainnya 

(Pemerintah Republik Indonesia, 1999). 
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Dalam konteks komunikasi pribadi antarpribadi, baik secara tatap muka maupun 

melalui telepon, hukum menekankan pentingnya persetujuan dan kebebasan 

persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat (Rahmadani et al., 2024). Perekaman atau 

penyebarluasan percakapan pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan “tanpa 

hak” dan “melawan hukum”, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum baik 

pidana maupun perdata (Ayu, 2025). 

Di bidang hukum administrasi, komunikasi langsung yang dilakukan oleh pejabat 

publik, hakim, jaksa, atau penegak hukum lainnya juga diatur melalui norma-norma etika 

dan kode etik profesi. Misalnya, kemampuan komunikasi yang jelas, objektif, dan tidak 

diskriminatif menjadi bagian dari kompetensi hakim yang diatur dalam UU Kekuasaan 

Kehakiman, sehingga komunikasi langsung dalam proses peradilan harus memenuhi 

standar keadilan dan transparansi (Amarini, 2018). 

Norma-norma hukum dalam komunikasi langsung juga dipengaruhi oleh etika 

dan nilai-nilai sosial-budaya, termasuk dalam perspektif hukum Islam yang menekankan 

kejujuran, tanggung jawab, dan larangan menzalimi orang lain melalui kata-kata. Dalam 

perspektif ini, ucapan yang menimbulkan fitnah, ghibah, atau menyinggung 

kehormatan orang lain dianggap tidak hanya bermasalah secara moral, tetapi juga 

dapat dikaitkan dengan prinsip hukum umum tentang perlindungan martabat manusia 

(Van Hoecke, 2002). 

Perkembangan teknologi juga memengaruhi pemaknaan komunikasi langsung, 

karena percakapan tatap muka dapat direkam dan kemudian disebarkan secara daring, 

sehingga menimbulkan pertanyaan apakah norma-norma yang sebelumnya dirancang 

untuk komunikasi lisan murni masih relevan (Rahmadani et al., 2024). Dalam praktik, 

pengadilan sering kali menerapkan analogi terhadap ketentuan KUHP dan UU ITE untuk 

menilai perbuatan perekaman dan penyebarluasan komunikasi pribadi (Demougin & 

Fluet, 2006). 

Kasus-kasus pencemaran nama baik melalui komunikasi langsung, baik lisan 

maupun tertulis, menunjukkan bahwa hukum pidana masih menjadi instrumen utama 

dalam melindungi kehormatan dan reputasi individu (Ayu, 2025). Namun, sejumlah 

penelitian mengkritisi penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik karena berpotensi 

membatasi kebebasan berpendapat, sehingga menuntut interpretasi yang seimbang 

antara perlindungan individu dan kebebasan berekspresi (Hartono & Yuliartini, 2020). 

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian dalam kasus komunikasi langsung sering 

kali bergantung pada saksi, rekaman (jika ada), dan konteks sosial-budaya di mana 

pernyataan tersebut disampaikan (Andini et al., 2024). Hakim dan penegak hukum 

dituntut untuk memperhatikan maksud, konteks, dan dampak pernyataan, bukan hanya 

kata-katanya secara harfiah, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kritik yang sah 

(Kusumo et al., 2021). 

Dari perspektif hukum komunikasi, norma-norma yang mengatur komunikasi 

langsung tidak hanya bersifat represif (menghukum), tetapi juga preventif dan edukatif, 
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misalnya melalui sosialisasi hak dan tanggung jawab dalam berkomunikasi, pelatihan 

etika komunikasi bagi pejabat publik, serta pendidikan literasi hukum bagi masyarakat. 

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum komunikasi untuk menciptakan ruang 

komunikasi yang aman, adil, dan bertanggung jawab (Asriani et al., 2025). 

Secara keseluruhan, norma-norma hukum dalam proses komunikasi langsung 

menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan 

berekspresi dan perlindungan hak orang lain, terutama hak atas kehormatan, martabat, 

dan privasi. Dalam era digital, norma-norma ini perlu dipahami secara kontekstual dan 

diterapkan dengan hati-hati, agar tidak menghambat partisipasi publik dalam ruang 

komunikasi, sekaligus tetap melindungi individu dari penyalahgunaan komunikasi. 

 
Regulasi dan Tantangan Komunikasi Daring di Era Digital 

Komunikasi daring atau komunikasi digital merupakan bentuk penyampaian 

pesan yang berlangsung melalui media elektronik dan platform berbasis teknologi 

informasi, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, dan situs web 

(Lando, 2002). Karakter utamanya adalah kecepatan, jangkauan luas, dan kemampuan 

pesan untuk menyebar lintas batas geografis dalam hitungan detik, sehingga menuntut 

kerangka hukum yang berbeda dari komunikasi langsung (MARCHVIANTYO, 2018). 

Di Indonesia, landasan utama regulasi komunikasi daring terletak pada 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE), yang kemudian mengalami perubahan dan penyempurnaan. UU ITE berlaku bagi 

setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di ruang siber, baik yang berada di 

wilayah Indonesia maupun di luar negeri, sehingga memberikan yurisdiksi yang luas 

terhadap komunikasi daring (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). 

UU ITE mengatur berbagai aspek komunikasi daring, mulai dari informasi 

elektronik, dokumen elektronik, transaksi digital, hingga penyelenggara sistem 

elektronik, termasuk tanggung jawab platform dan penyedia layanan. Dalam konteks 

komunikasi, UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik harus bertanggung jawab atas isi dan akibat 

yang ditimbulkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). 

Pasal-pasal yang relevan dengan komunikasi daring antara lain Pasal 27 ayat (3) 

tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 tentang penyebaran berita bohong dan ujaran 

kebencian, serta Pasal 29 tentang konten yang mengandung ancaman atau pemerasan 

(Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Ketentuan-ketentuan ini sering kali diterapkan 

terhadap postingan, komentar, atau pesan daring yang dianggap merugikan reputasi, 

menimbulkan kebencian, atau menyebar hoaks. Selain UU ITE, regulasi komunikasi 

daring juga diatur dalam UU Pers, UU Penyiaran, dan regulasi terkait perlindungan data 

pribadi dan keamanan siber, yang saling mengisi dan kadang tumpang tindih. Misalnya, 

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menekankan pentingnya persetujuan, 
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transparansi, dan keamanan data dalam setiap proses komunikasi yang melibatkan 

informasi pribadi (Bahram, 2023). 

Regulasi digital di Indonesia juga mencakup peraturan pemerintah dan peraturan 

menteri yang mengatur penyelenggara sistem elektronik, misalnya PP No. 71 Tahun 2019 

tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2019). Peraturan-peraturan ini menetapkan kewajiban platform untuk 

melakukan pemantauan konten, menanggapi laporan, dan menghapus konten yang 

melanggar norma hukum, sehingga menambah beban regulatif bagi penyelenggara 

layanan komunikasi daring (Bahram, 2023). 

Salah satu tantangan utama dalam regulasi komunikasi daring adalah 

ketidakjelasan batas antara kebebasan berekspresi dan pembatasan konten, sehingga 

menimbulkan multitafsir terhadap pasal-pasal pidana dalam UU ITE. Banyak kritik 

menyebut bahwa ketentuan tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian 

berpotensi digunakan untuk menekan kritik publik dan jurnalis, sehingga menuntut 

interpretasi yang lebih proporsional dan berpihak pada HAM (MARCHVIANTYO, 2018). 

Tantangan lain adalah jurisdiksi dan koordinasi antar-yurisdiksi, karena platform 

digital bersifat global dan pesan dapat diakses lintas negara. Ketika suatu konten 

dianggap melanggar hukum Indonesia, tetapi server dan penyelenggara berada di luar 

negeri, penegakan hukum menjadi kompleks dan memerlukan kerja sama internasional 

yang intensif (Harsya, 2025). Komunikasi daring juga menimbulkan persoalan 

anonimitas dan identitas digital, di mana pengguna dapat menyembunyikan identitas 

asli atau menggunakan akun palsu (Setyowati & Kencono, 2024). Hal ini menyulitkan 

proses penyelidikan, karena sering kali diperlukan bantuan penyedia layanan dan kerja 

sama teknis untuk mengungkap identitas pelaku, yang tidak selalu cepat dan mudah 

diperoleh (Ariana, 2022). 

Di sisi lain, kecepatan dan viralitas pesan daring membuat penyebaran hoaks, 

ujaran kebencian, dan informasi menyesatkan dapat terjadi dalam skala besar dalam 

waktu singkat (Setyowati & Kencono, 2024). Regulasi yang dirancang untuk konteks 

komunikasi konvensional sering kali tidak cukup responsif, sehingga menuntut 

mekanisme penanganan yang lebih cepat, seperti pemutusan akses sementara dan 

penghapusan konten secara proaktif oleh platform (Meliana, 2024). 

Tantangan lain adalah ketimpangan literasi digital dan kesadaran hukum di 

kalangan pengguna, terutama masyarakat awam yang tidak sepenuhnya memahami 

konsekuensi hukum dari unggahan atau komentar daring. Kurangnya pemahaman 

tentang etika digital dan hak privasi sering kali membuat pengguna tanpa sengaja 

melanggar norma hukum, misalnya dengan menyebarkan foto atau data pribadi orang 

lain tanpa izin (Safitra et al., 2023). 

Dari perspektif penegakan hukum, efektivitas regulasi komunikasi daring masih 

terbatas karena kapasitas lembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya siap 

menghadapi kompleksitas kejahatan siber. Keterbatasan SDM, infrastruktur teknis, dan 
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koordinasi antar-instansi sering kali menghambat proses penyelidikan, penuntutan, dan 

pembuktian dalam kasus-kasus komunikasi daring (Sihombing, 2020). 

Regulasi dan penegakan hukum di ruang digital juga harus mempertimbangkan 

prinsip keadilan digital, yaitu akses yang adil, transparan, dan inklusif terhadap teknologi 

dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika regulasi hanya 

menguntungkan pihak-pihak tertentu atau menimbulkan ketakutan berlebihan bagi 

pengguna, maka komunikasi daring berpotensi menjadi ruang yang tidak lagi aman 

untuk partisipasi publik (Pratama et al., 2022). 

Secara keseluruhan, regulasi komunikasi daring di era digital menunjukkan 

bahwa hukum harus bergerak cepat dan adaptif untuk menjawab dinamika teknologi, 

tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. 

Tantangan-tantangan seperti multitafsir norma, jurisdiksi lintas negara, anonimitas, dan 

literasi digital menuntut pendekatan holistik yang menggabungkan revisi norma, 

penguatan institusi, edukasi publik, dan kerja sama internasional agar komunikasi daring 

dapat berlangsung secara aman, bertanggung jawab, dan berkeadilan. 

 
Kesimpulan 

Hukum komunikasi sebagai pertemuan antara hukum, media, dan teknologi 

informasi menunjukkan bahwa regulasi tidak lagi dapat dipahami secara terpisah-pisah, 

melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem normatif yang saling terkait. 

Norma-norma yang mengatur komunikasi langsung, seperti ketentuan tentang 

pencemaran nama baik, penghinaan, dan perbuatan melawan hukum dalam KUHP dan 

KUHPerdata, tetap relevan namun harus dibaca ulang dalam konteks digital, di mana 

percakapan tatap muka dapat direkam dan disebarkan secara daring. Dengan itu, 

hukum masih berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan 

perlindungan hak atas kehormatan, martabat, serta privasi, baik dalam komunikasi lisan 

maupun tertulis. 

Di sisi lain, regulasi komunikasi daring di era digital menegaskan pentingnya UU 

ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan turunannya dalam menata 

ruang siber sebagai arena penyampaian pesan yang luas, cepat, dan lintas batas. 

Pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran berita 

bohong menunjukkan upaya negara untuk melindungi kepentingan umum, namun juga 

menimbulkan tantangan berupa multitafsir norma, potensi pembatasan kebebasan 

berpendapat, serta kesulitan penegakan hukum akibat anonimitas, jurisdiksi lintas 

negara, dan kapasitas lembaga yang terbatas.  

Secara keseluruhan, norma-norma yang mengatur proses penyampaian pesan 

secara langsung dan daring menegaskan bahwa hukum komunikasi harus 

dikembangkan secara dinamis dan berbasis prinsip, bukan sekadar mengikuti bentuk 

teknologi yang ada. Integrasi antara hukum, media, dan teknologi informasi menuntut 

pendekatan holistik yang menggabungkan revisi norma, penguatan institusi penegak 
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hukum, edukasi literasi digital, serta kerja sama internasional, agar ruang komunikasi—

baik langsung maupun daring—menjadi ruang yang aman, adil, dan bertanggung jawab 

bagi seluruh aktor. Dengan demikian, hukum komunikasi dapat berfungsi bukan hanya 

sebagai alat represif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang membentuk budaya 

komunikasi yang sehat di era digital. 
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